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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD
merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan
program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.
Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena
Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.
Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan
utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah
menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD
dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD
untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan
tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya
menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan
masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan
urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas
penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

€. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan
rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian
dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan
urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas
penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja,
keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun

n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan
dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD
merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPIJMD bagi RKA SKPD, KUA, PPAS,
dan RAPBD.
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1.1. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja tahun 2023
adalah :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan

Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
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dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan
Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Z27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023;

3L Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
87);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Provinsi
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Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 237);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 — 2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2017 Nomor 53);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun



2022 Nomor 48);

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Pangandaran adalah untuk :

ad Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja B Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya;

b) Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap
fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Adapun Tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

a) Agar kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi, teratur untuk menjadi landasan
pengendalian dalam program kegiatan;

b) Agar tercipta intregrasi, sinkronisasi dan sinergi program kegiatan dalam
mewujudkan visi, misi yang telah dirumuskan sesuai Renstra OPD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran 2021-2026;

Cc) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan;

d) Agar tercapai sumber daya secara efektif dan efisien yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran tahun

2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2020 dan capaian Renstra BPBD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

25 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

BAB V PENUTUP
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2.1

BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator
yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah
Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2021. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan maka dapat diketahui tingkat kinerja
kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021, pelaksanaan kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak
langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari
Belanja langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut :

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Terlampir.
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2.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator yang
telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi
dan struktur organisasi. BPBD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanggulangan
bencana yang terdiri dari fase pra bencana/fase tidak terjadi bencana, fase situasi terdapat
potensi bencana, fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana, fase peralihan darurat
bencana dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana
difokuskan kepada peningkatan kapasitas masyarakat di Kabupaten Pangandaran dalam
bentuk pelatihan, sosialisasi dan simulasi penanganan bencana. Pada tingkat masyarakat
desa, bentuk peningkatan kapasitasnya adalah pembentukan dan pelatihan forum
kesiapsiagaan dini masyarakat (FKDM) menuju desa tangguh bencana, FKDM yang telah
dibentuk sampai tahun 2018 terdapat 17 lembaga, dan di tahun 2010 dibentuk 1 FKDM lagi
sehingga jumlah keseluruhannya ada 18 lembaga FKDM. Sementara itu, pada
tingkat/lingkungan sekolah dasar (SD) diberikan wisata edukasi bencana sebagai sarana
sosialisasi bagi peserta didik dibawah umur agar mengetahui sikap dan perilaku yang harus
dilakukan ketika sewaktu waktu terjadi bencana. Sekolah yang telah diberi sosialisasi (WEB
GTS) sebanyak 40 Sekolah.

Penyelenggaraan penanganan bencana dilakukan pada beberapa ranah
kebencanaan, untuk banijir, longsor, angin puting beliung dan lain sebagainya berhasil
ditangani oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Pangandaran.

Penyelenggaraan pelayanan pasca bencana difokuskan kepada verifikasi kejadian

bencana dan pemberian logistik kepada korban terdampak bencana.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran

Target Reali -
%,‘7 Renstra sasi Proyeksi
. Perangkat Capa Capaian
No| Indikator Stand IKK . e
ar dan Daerah ian Analisis
Nasio
nal Tah |Tah |Tah |Tah |Tahun| Tah Tah Tahun |Tah [Tahun |Tahun [Tahun
un [un un | un | 2025 un un 2022 un | 2024 |2025 |2026
202 | 202 | 202 | 202 202 20 202
1 2 3 4 6 21 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. [ Nilar SAKIP 67,25- 169,25] 72,25-|76,25- | 81,25-
66,90(67,25|69,25(72,25| 76,25- 81, 69,00 - | 76,00 | 81,00 | 85,00
| -] - | - |s8100]| 2 72,00
67,15/69,00[72,00[76,00 %50'
2. ilai 68,13 [70,25 74,15 | 78,65 | 82,30
Nilai LHE 67,03(68,13(70,25(74,15| 78,65 | 82,
AKIP BPBD 30
3. | Indeks 144 1143,4| 142 [139,2[137,84| 136 143,4 | 142 | 139,2 [137,84|136,44
Risiko
Bencana A4
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Indeks 14T 143 142 139 137.8] 136 143,47 142 139,2] 137,8] 1364
Kapasitas 4 4 2 4 4 4
Daerah 44

Indek 144 (143,4(142 |139,2|137,84 (136,44 143,4 |142 [139,2 |137,84 (136,44
Ketahanan

Daerah

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BPBD, permasalahan dan
hambatan dalam penyelenggaraan tugas, capaian terhadap visi dan misi Bupati Pangandaran, capaian
program nasional dan tantangan serta peluang maka ditentukan isu strategis BPBD vyaitu sebagai
berikut:

Rendahnya Kapasitas Daerah dan Masyarakat
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran masih relatif tinggi.
Terbatasnya anggaran pada alokasi kebutuhan penanggulangan bencana.

Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

a > 0D E

Terbatasnya tenaga terampil yang profesional dibidang kebencanaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan
kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta
pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal
RKPD, hal tersebut dapat diperlihatkan pada tabel 2.4 tentang review terhadap Rancangan Awal RKPD
tahun 2023.

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Terlampir.
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2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai hasil musrenbang kecamatan pada
umumnya adalah pemenuhan fasilitas dan infrastruktur publik pada ranah pencegahan dan kesiapsiagaan

bencana seperti pengadaan rambu rambu evakuasi dan peralatan kebencanaan.

Usulan tersebut telah ditampung pada program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam.
Usulan program/kegiatan dari masyarakat tersebut direkapitulasi sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian
diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan skala prioritas sebagaimana ditunjukkan pada
Tabel T-C.32 berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Pangandaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume | Catatan
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 merupakan wujud dari komitmen

pemerintah dalam bidang penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Rancangan
Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana merupakan pedoman bagi Kementerian atau Lembaga dalam
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) merupakan pedoman bagi
daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah. Senada dengan hal
itu, rencana nasional dalam mengurangi risiko bencana juga berkaitan dengan upaya untuk
mendukung ketercapaian Visi Bupati Pangandaran “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan
Wisata Berkelas Dunia” dan Misi ke-3 yaitu “Menyediakan Infrastruktur dan fasilitas yang
berkualitas”. Untuk merealisasikan upaya upaya tersebut, maka disusunlah strategi, tujuan,
sasaran dan kebijakan yang fokus pada mitigasi bencana. Tujuan BPBD adalah Meningkatkan
Mitigasi bencana dalam pembangunan. Sedangkan Sasaran BPBD yaitu Meningkatnya indeks
kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator target adalah Indeks
Kapasitas Daerah.

b. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD
a. Tujuan dan sasaran merupakan bagian dari tahapan perumusan sasaran strategis
yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusuna Renstra BPBD
selama lima tahun.
b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD beserta indikator kinerja utama
c. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang
akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka program-
program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Program Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan
tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya
maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai
berikut :
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
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Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
% Sub Kegiatan :
» Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
» Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7
*

% Sub Kegiatan :
» Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
» Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
» Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
» Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
« Sub Kegiatan :
» Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
% Sub Kegiatan :
» Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
» Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
» Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
% Sub Kegiatan :
» Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

YV V VYV V

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
» Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
% Sub Kegiatan :
» Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
» Pengadaan Mebel
» Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
» Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% Sub Kegiatan :
» Penyediaan Jasa Surat Menyurat
» Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
» Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

% Sub Kegiatan :

|



» Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
» Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
» Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan lainnya
2. Program Penanggulangan Bencara
= Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
% Sub Kegiatan :
» Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
» Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
= Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
< Sub Kegiatan :
» Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
» Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
» Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

YV V. V V VYV V

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
= Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
“ Sub Kegiatan :
» Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
» Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
» Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
» Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
= Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
% Sub Kegiatan :
» Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
» Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

» Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan
SKPD Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terlampir.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana program prioritas
beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan
dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan
sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi
dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran,
memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan
program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat
serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk
pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta
kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya
didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran namun juga oleh sumber

pendanaan lainnya (APBD Provinsi Jawa Barat).
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BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 Kabupaten
Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat
dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan
tahapan dalam melaksanakan pembangunan. Rencana Kerja ini akan selalu dievaluasi supaya diketahui
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi serta dapat
dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/ Kegiatan di masa yang akan datang dan pada
akhirnya dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai
bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi sehingga pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Parigi, 26 Juli 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATENPANGANDRAN
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PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
X BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JI. Raya Karangbenda Nomor : 635 Telp./Fax ( 0265 ) 7500155 Kode Pos
46393 Website : https://www.bpbd.pangandarankab.go.id

o = ‘,y' Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 050/Kpts. -BPBD/ 2022

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah,
berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun
dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta
berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang
perlu menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pengesahan
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun Anggaran 2022.
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6542);

14.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);
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15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

22 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh;

24 .Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
87);

25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
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Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 8);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019
Nomor 10);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 —
2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Nomor 5);

33.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

34.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

35.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor
82);

36.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

37.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerabh;

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.
Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal 1 26 Juli 2022
KEPALA PELAKSANA
BADA PENANGGULANGAN
& C‘f/BeNA DAERAH

/KABUPATEN PAL\IGANDARAN

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.
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Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. - BPBD/ 2022
TANGGAL : 26 Juli 2022

PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
B. Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
I.  Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Il. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu —isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Ill.  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
IV. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah
V. Penutup
C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun
Anggaran 2022 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

KEPALAPELAKSANA BPBD
KPBUPATERPANGANDARAN

N KUSTIMABNYS.S0S ., MM.
NIP>19650223 199302 1 001

s
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah
dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran untuk Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan langkah awal penentuan indikator kinerja yang dapat
terukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai gambaran tingkat pencapaian dan tingkat
keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami berupaya semaksimal mungkin
walaupun dalam prosesnya selalu mengalami hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga
Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga
dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik untuk tiap program dan
kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2023 ini, kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan
didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta kami mengharap ada masukan
ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini dapat menjadi media
informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.

KEPAALAPELAKSANA BPBD

N\ v\KUSTIMAN /s Sob., MM.
NiF" 9650223 199302 1 001
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penvusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penvediaan Gaii dan Tuniangan ASN
dan iian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Barang ik Daerah pada Perangkat Daerah
# Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah
i Instalasi Listril
Peralatan dan Per
Penvediaan Peralatan Rumah Tangga
Penvediaan Barang Cetakan dan Pengeandaan
Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rapat inasi dan i SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnva
Jasa jang Urusan Daerah
Penvediaan Jasa Surat Menvurat
Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik

Bangunan Kantor

Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
iaan Jasa i Biaya i
Dinas Operasional atau Labanean

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnva
Penataan Organisasi
Koordinasi dan Penvusunan Laporan

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
y: dan Terhadap Bencana
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

dan Bahan

Pajak, dan Perizinan Kendaraan

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

dan Beracun

dalam Daerah /

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
dalam

y dalam dan

melalui Sosialisasi dan Edukasi

EVALUASI RENJA TERHADAP RKPD KABUPATEN PANGANDARAN

RKPD TRIWULAN |, 11, Ill dan IV TAHUN 2021

BPBD KABUPATEN PANGANDARAN

7,136,629,219
Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Torang Torang 21,000,000 | 1 3,400000] 1 5.700.000 i 5,100,000 | 1 6,800,000 | 1 31,000,000 |1 100,00
1,527,015,661
Jumlah Pegawai Atau Peiabat Yang Di gai 17 Orang 17 Orang 1,506,015,661 | 17 35,143,384 | 17 390,628,078 17 315160079 17 541,622,035 | 17 1293154476 |17 8587
Jumlah Petugas/Operator Torang Torang 21,000,000 | 1 3,400,000] 1 5.700,000 1 5100000 | 1 6,800,000 | 1 21,000,000 | 1 100.00
21,000,000
Jumiah Petugas/Operator Torang Torang 21,000,000 | 1 3,400000] 1 5.700,000 i 5,100,000 | 1 5,100,000 | 1 19,300,000 | 1 91.50
17,400,000
Jumiah Petugas Op Torang Torang 17,400,000 | 1 2,800,000 | 1 4,800,000 i 4200000 | 1 4200000 | 1 16,000,000 | 1 9155
105,315,167
JUmlah Barang Yang di bel 50unit S0unit 4,999,147 | 1 190000 | 1 1,761,000 i 3,030,000 | 1 T 4981000 | 1 99,64
Jumlah Alat Tulis Yane dibel 30 Paket 30 Paket 26,803,670 | 1 45,000 | 15 15,036,000 is 118 11,706,000.00 | 46 26,781,000 |16 99.92
Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangza Yang di bel jenis jenis - - - - o T o #DIV/01
Jumlah Jenis Barane Yane dicetak dan Yane dii 3000 fembar| 3000 lembar 9,924,500 | 456 1,370,000 | 830 1,121,000 857 6,154,400 | 130 43,000.00 | 2273 5,077,400 | 1286 9146
Jumlah Barang vang di bel 19 jenis 19 jenis 12,000,000 | 5 1,050,000 | 18 2,505,000 1 2,322,500 | 18 500,000.00 | 59 6377500 | 23 53.15
Frekuensi Perialanan Dinas Luar daerah 140 kali 140 kali 51,587,850 - 9 13,389,000 20,861,894 6,983,290 | 9 338 9 79.93
138,000,000
Jumlah Gedung Kantor vane disewa 3 gedung 3 gedung 138,000,000 | 3 138,000,000 | 3 - 3 B 3 T3 138,000,000 | 3 100,00
239,330,593
Jumlah Materai vane dibel 3133 Buah 3133 Buah 10900,000 | 63 200,000 | 95 550 3,600,000 | 975 3,350,000 | 2033 7,250,000 | 158 6651
Jumlah Rekening vang di bavar tia Bulan 4Rekening| 4 Rekening 125,690,593 | 4 27450453 | 4 4 28,004,390 4 34,873,851 |4 114,709,626 | 4 91.26
Jumlah Te"al(g;f:rbmiha" vang Terlibat dalam Pelayanan 30rang 30rang 102,740,000 | 3 14,800,000 | 3 27,754,000 3 22,200,000 | 3 30,000,000 | 12 94,754,000 0 92.23
386,660,814
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara 19 Unit 19 Unit. 325,211,814 | 19 38078277 | 19 41,458,668 19 16,900,875 | 19 48,409,226 | 19 144,847,006 | 19 44.54
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang 20 jenis 20 jenis 16,452,000 | - . 4 5,602,000 6 2,650,000 | 6 7,575,000 15,827,000 4 96.20
divelihara rutin/Berkala
Luas Bangunan Gedung Kantor vang dipelihara 3 Gedung 3 Gedung 44,997,000 | 3 285000 | 3 5,432,000 3 1,007,500 | 3 3 5724500 | 3 2161
12,600,000 -
Jumlah Dokumen laporan kineria PD Torang Torang 00 | 1 2,000000 | 1 3,600,000 i 3,000,000 | 1 3,000,000.00 | 1 11,600,000 | 1 52,06
51,976,094 .
Jumlah Dokumen Kaiian Risiko bencana T dokumm Tdokumrn 51,976,094 | 0 - 0 - B 49,581,644.00 | 0 581644 |0 9535
249,960,000 -
Jumlah Petugas Gudang vane dibavar tia Bulan 5 Orang 5Orang 69,600,000 | 5 11200000 | 5 13,600,000 g 16,800,000 | 5 3,400,000.00 | 5 64,000,000 | 5 9155
Jumlah Peserta Pelatihan FKDM 500rang 50 Orang | 180,360,000 | 10 28,000,000 | 10 0,360,000 10 42,000,000 | 10 56,000,000 | 10 166,360,000 | 10 92.04
3,879,170,890 .
Jumlah Barang vane di bel TPaket TPaket 265,156,140 | 1 19,600,000 | 1 147,168,640 i 35,400,000 | 1 62,133,000 | 1 355,301,640 96.28
Jumlah Paket Logistik yang dia adakan 3500 paket  |3500 paket 3,614,014,750 |3400 78,940,490 | 3400 1210054000 3,400 1,124,476,000 | 3400 335,900,000 | ##tt 2,749,370,490 100 ;::‘:r:';';aah:;‘ai
487,200,000
Jumiah Petugas Pemadam 300rang 300rang 487,000,000 | 30 78,400,000 | 30 95,200,000 30 117,600,000 | 30 156,800,000 | 30 448,000,000 | 30 9155
Jumlah Petugas Yang Mengikuti Pelatihan 8 orang 8 Orang 1 - o - - i 1 N .
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1ggulangan Bencana Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pangandaran

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhabn

SKPD

dan Konsultasi SKPD

SKPI

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

N Catatan Penti
° Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CT:;Z:" Pagu Indikatif (Rp.000) Penambahan hasil catatan penanggungjawab Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Keb{uéuuhoagoli)ana atatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (0] (8) (9) (10) (11) (12)
EEﬁﬁT’:;:AJEKINJ:;ﬁEEEIaﬁ:\‘BiN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
UMUM SERTA PERL INDUNGAN 12.428.243.797 974.200.000 13.402.443.797 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.453.134.174
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota 1. Persentase sarana prasarana kantor yang Kabupaten/Kota 1. Persentase sarana prasarana kantor yang
terpenuhi terpenuhi
2. Persentase laporan keuangan dengan 2. Persentase laporan keuangan dengan
kualitas baik kualitas baik
4.018.448.459 9 4.063.528.459
BPBD 3 persentase peningkatan kompetensi 100% BPBD |3 persentase peningkatan kompetensi 100%
aparatur aparatur
4. Persentase perencanaan dan evaluasi 4. Persentase perencanaan dan evaluasi
Kinerja yang berkualitas Kinerja yang berkualitas
1 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi gpgp | Persentase perencanaan kinerja yang disusun 149.920.000 sekre Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja gpgp | Persentase perencanaan kinerja yang disusun 27.000.000
Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu Perangkat Daerah tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat gpgp  |Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat 4 dokumen 27.000.000 op perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah gpgp | umiah Dokumen Perencanaan Perangkat 4 dokumen 27.000.000
Daerah Daerah Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan capaian penyusunan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 22.920.000 Koordinasi dan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 22.920.000
Ikhtisar realisasi kinerja SKPD BPBD | oordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | 2 %°KUmeN ’ 0P pelaporan realisasi kinerja SKPD BPBD |\ pordinasi Penyusunan Laporan Capaian 5 dokumen e
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah gpep  |Fersentase unit kerja yang menyusun laporan 100% 2.743.228.459 sekre Administrasi Keuangan Perangkat Daerah gpgp | Persentase unit kerja yang menyusun laporan 100% 2.743.228.459
kinerja keuangan dengan baik kinerja keuangan dengan baik
. = Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 2.705.728.459 - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 2.705.728.459
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BPBD |1 angan ASN 17 Orang .705. gaji Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BPBD | iangan ASN 17 Orang .728.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 27.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 27.000.000
Keuangan SKPD BPBD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen h 0p keuangan Keuangan SKPD BPBD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen o
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD A " Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
iss:}d.llg ﬁszr:(lgetr;yusunan Laporan Keuangan BPBD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan :f;ﬂ:'g;s;ga" Penyusunan Laporan Keuangan Akhir BPBD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD BPBD | penyusunan Laporan Keuangan 6 laporan 10500.000 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD BPBD | oordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 6 laporan 10500.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3 |Administrasi Barang Milik Daerah pada gpgp | umlah barang milik daerah pada perangkat 100% 27.000.000 sekre Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat gpgp | 3umiah barang milik daerah pada perangkat 100% 27,000,000
Perangkat Daerah daerah dalam kondisi baik Daerah daerah dalam kondisi baik
- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 27.000.000 . Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 27.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BPBD | ot SKPD 12 laporan op aset Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BPBD | et SKPD 12 laporan 1000.
4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Dagrah ppep | Fersentase Administrasi kepegawaian 100% 37.920.000 sekre Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pap | Fersentase Administrasi kepegawaian 100% 37.920.000
Perangkat Daerah yang baik Perangkat Daerah yang baik
Kuurdlnas! dan Pelaksanaan Sistem Informasi BPBD Jumlah DDkum‘en Hasil Kucrd.lnasl dan 12 Dokumen 22.920.000 honor kepeg Kooldmas.l dan Pelaksanaan Sistem Informasi BPBD Jumlah Dokum.er\ Hasil Koorqmasl dan 12 Dokumen 22.920.000
Kepegawaian Sistem Informasi Ki Kepegawaian Sistem Informasi Ki
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut BPBD Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut BPED Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapannya yang diadakan Kelengkapannya Kelengkapannya yang diadakan
Pendataan Dan Pengelolaan Adminiasrasi gpgp  |Jumiah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 20 dokumen 15.000.000 Pendataan Dan Pengelolazn Adminiastrasi Kepegawaian | BPBD | JuMIah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 20 dokumen 15.000.000
5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah pap | Persentase Administrasi umum Perangkat 100% 232.200000 sekre Administrasi Umum Perangkat Daerah BPBD umum Perang 100% 232.200.000
Daerah yang baik Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumizh Paket Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi
e P < BPBD  |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 20 jenis 35.000.000 35.000.000 70.000.000 Ve PO 9 BPBD |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 20 jenis 35.000.000
Bangunan Kantor " Bangunan Kantor S
Disediakan Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan " 35.000.000 14,500,000 49.500.000 N Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan . 35.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPBD |\ antor yang Disediakan 4unit . X k penambahan atk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPBD |\ artor yang Disediakan 4unit .000.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
Bpep | Disediakan 35 buah 17.000.000 31.000.000 48,000,000 | Peralatan rumah tangga, Bpgp | Disediakan 35 buah 17.000.000
kompor, kulkas, dispenser dIl
. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1 5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan I
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BPBD |t Disediakan 1 Paket 6.500.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BPED |\ Disediakan 1 Paket 6.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- BPBD Jumlah Dokumen Bahan Bac‘_aan Fan Peraturan 21 dokumen 18.700.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- BPBD Jumlah Dokumen Bahan Bacgaﬂ fiar\ Peraturan 21 dokumen 18.700.000
undangan Perundang-Undangan yang Disediakan undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPBD Jumlar} Laporan Penyelenggaraan Rapat 33 Laporan 110.000.000 40.000.000 150.000.000 Perjaldin luardaerah Peny;lenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPBD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 33 Laporan 110.000.000




Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Persentase pengadaan Barang Milik Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Persentase pengadaan Barang Milik Daerah

198 ki ) 210.000.(
Urusan Pemerintah Daerah BPBD yang terealisasi 100% 98.500.000 Sekre Pemerintah Daerah BPBD yang terealisasi 100% 0.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau - R N Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau R
L apanoan BPBD | Kendaraan Dinas Jabtan vana Disediakan unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  BPBD |\ iraan Dinas Jatetan vena Disediakan unit
Penaadaan Mebel BPBD Jumlah Paket Mebel vana Disediakan Paket Penaadaan Mebel BPBD Jumlah Paket Mebel vang Disediakan Paket
Jumlzh Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yan Penambahan pengadazn lapto Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lain
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BPBD mial Vayang 5 unit 50.000.000 150.000.000 200.000.000 | dan printer dikarnakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BPBD mial Y2 yeng 5 unit 50.000.000
Disediakan Disediakan
masuknya asn2 baru
pengadaan laptop
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pppp | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 2 unit 148.500.000 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya gpgp | umiah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 2 unit 160.000.000
Lainnva vana Disediakan Lainnva vana Disediakan
Ee"yeﬁ'aa" Jasa Penunjang Urusan Pemerintah BPBD Pme"‘asehjasa pe"zmad",g ;“‘53" 100% 332.180.000 sekre Ee“ye:'aa" Jasa Penunjang Urusan Pemerintah BPBD  |Persentase jasa penunjang urusan 100% 375.180.000
aeral pemerintahan yang disediakan aeral pemerintahan yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPBD JM“;"H'\:TV;E"““" Penyediaan Jasa Surat 50 Laporan 16.500.000 8.500.000 25,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPED JM”:"\::‘ML“"' oran Penyediaan Jasa Surat 50 Laporan 16.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Penambahan daya untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi
Ve : va BPBD P . 6 Laporan 167.000.000 33.000.000 200.000.000 | penerangan jalan kantor dan Ve - va BPBD ! Penye - 6 Laporan 210.000.000,00
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan usdalo Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
" P tambahan Listrik
y honor penganmanan, X
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/mamin gppp | Jumlah Laporan Penyediaan asa Pelayanan 5 laporan 148.680.000 15.000.000 163.680.000 | Kebersihan, supir dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/mamin pgp | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 5 laporan 148.680.000,00
Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang Disediakan
penambahan mamin rapat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Bpgp  |Persentase prasarana yang baik dan layak 100% 397.500.000 sekre Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang opgD | Persentase prasarana yang baik dan layak 100% 411.000.000
Urusan Daerah funasi Urusan Daerah funasi
Jasa i Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau ediaan Jasa i Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional BPBD Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 20 unit 295.000.000 55.000.000 350.000.000 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau BPBD Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 20 unit 305.000.000 .
atau Lapangan dibayarkan Pajaknya Lapangan dibayarkan Pajaknya fsam““a" Pajak dan
ervis
" M in Lai " N " M- in Lai . Servis Laptop dan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BPBD 'E)“I’:;ﬁ:;:’a'a‘a" dan Mesin Lainnya yang 4unit 27.500.000 127,500,000 155.000.000 | servisac. Laptop dil Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BPBD ;‘)‘IZ‘E'ET‘;Z“"‘“” dan Mesin Lainnya yang 4unit 31000000 [ p PP
Pemelinaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan gpgp  |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya aunit 75.000.000 25000000 100,000,000 prkiranvhordeng Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan gpgp | Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Junit 75000000
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BPBD Persentase Penanggulangan Bencana % 8.409.795.338 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BPBD Persentase Penanggulangan Bencana % 2.389.605.715
Pelayanan Informasi Rawan Bencana gpgp | Persentase/dumlah Pelayanan Informasi 65.550.000 Pencegahan dan Pelayanan Informasi Rawan Bencana spgp | Persentase/Jumian Pelayanan Informasi 64,000,000
Kabupaten/Kota Rawan Bencana Kabupaten/Kota kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ota | BPBD  [Jmiah Penyusunan Kajian Risiko Bencana dokumen - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota ppgp | umiah Penyusunan Kajian Risiko Bencana | dokumen
P " " i " orang P " orang
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis BPBD  |Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota 65.550.000 . . BPBD  |Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota 64.000.000 |Usulan Musren
| Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) !
Bencana) (Per Jenis Bencana) (Per Jenis Bencana)
dan K Jumlah dan dan K Jumlah
' 7.046.005.338 9 965.100.338
Terhadap Bencana BPBD o Kesiapsiagaan Terhadap Bencana % Kesiapsiagaan Terhadap Bencana BPBD | yan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana %
| J2h Dok \ Dokumen \ 1ah Dok \ Dokumen
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana gpgp | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan 315.685.338 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana gpgp | umlah Dokumen Rencana Penanggulangan 315.685.338
Kabupaten/Kota Bencana yang Dilegalisasi N ;. Kabupaten/Kota Bencana yang Dilegalisasi
Kerjasama dgn akademisi
- R Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang orang y T Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang orang
Pelatihan P jahan dan Miti B - . e Pelatihan P han dan Miti B - " A
© atinan penceganan dan Mitigast Bencana BPBD | Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 41115000 © atinan Penceganan can Mitigasi Bencana BPBD | Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 45.115.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Bencana. Bencana
dokumen dokumen
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana BPBD  |Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 6.141.905.000 Banprov Pengenct 'Fe oy Be"cayn: oan savana Tae BPBD |dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 45.000.000 Sarpras
Kabupaten/Kota Terhadap Bencana Kabupaten/Kota P P Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
" Unit Unit
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi
vediz 9 BPBD | Warga Negara, Keluarga, maupun 7.000.000 apd Ve g psiag BPBD | Individu Warga Negara, Keluarga, maupun 9.000.000
Kesiapsiagaan terhadap Bencana terhadap Bencana
Petugas Petugas
1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada
o Risiko Bencana Kabup BPBD  |Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko 35.000.000 " Risiko Bencana Kabupaten/Kot: BPBD  |Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko 40.000.000
Tinggi Menimbulkan Bencana Tinggi Menimbulkan Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan BPBD Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk 1 Kegiatan 55.000.000 Penanaman pohon Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan BPED Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk 1 Kegiatan 55,000,000
Kesiapsiagaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan 20 orang pembetukan TRC gabungan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan 6 orang
BPBD " " L 25.000.000 BPBD " N - 30.000.000
Bencana Kabupaten/Kota Kapasitas Teknis dan eksternal Bencana Kabupaten/Kota Kapasitas Teknis dan
1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Rencana Kontijensi BPBD Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Penyusunan Rencana Kontijensi BPED Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang
Dilegalisasi Dilegalisasi
75 orang i 60 Orang
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana gpgp  |Jumiah Aparatur dan Warga Negara yang 225.300.000 324.700.000 550.000.000 | _ Simulasi, HKB, nataruu, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana gpgp | umieh Aparatur dan Warga Negara yang 225.300.000

Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan

lebaran idup fitri, io wave

Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan




1 Dokumen 1 Dokumen
Rencana BPED Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan 200.000.000 50.000.000 250.000.000 W Rencana Ked: it BPED Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan 200.000.000
Bencana Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi Bencana Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
i Jumla i Jumlah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban PED umiah % 75,040,000 Darlog Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban N umiah Pelayanan % 830,040,000
Bencana dan Evakuasi Korban Bencana Bencana dan Evakuasi Korban Bencana
1 Laporan 1 Laporan
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah spp | umlah Laporan Koordinasi Respon Cepat 200.000.000 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa PenyekitWabah gpep | dumiah Laporan Koordinasi Respon Cepat 200.000.000
Zoonosis Prioritas Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Zoonosis Prioritas Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
12 dokumen 1 Dokumen
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK Penetapan Status Darurat Bencana dan
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota BPBD  |SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam 275.040.000 Honor gudang dan TRC Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota BPBD  |SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam 275.040.000
berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
N 100 orang " 5 orang
N . Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, " " Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban BPBD | Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian 35.000.000 65.000.000 100,000,000 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | gopry | pitglong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian 40.000.000
Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Bencana Bencana
2.300 orang 2.300 orang
" - . Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan . - . Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi BPBD  |Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 200,000,000 195,000,000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban| - gopr | pigtribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 250,000,000
Korban Bencana Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota
Korban Bencana Korban Bencana
. 1 Laporan 1 Laporan
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat BPBD Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem 65.000.000 Ativasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana BPBD Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem 65.000.000
Bencana Komando Penanganan Darurat Bencana Komando Penanganan Darurat Bencana
1 Dokumen 1 Dokumen
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK Penetapan Status Darurat Bencana dan
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah BPBD SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah BPED SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam
Penyakit berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi Penyakit berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi
KLB dan Epidemiologi Terpadu KLB dan Epidemiologi Terpadu
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan BPBD Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar % 523.200.000 DARLOG Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana BPED Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar % 530.465.377
Bencana Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
" 1 Dokt 1 Doku
! Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung oxumen ) Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung okumen
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
BPBD Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di BPBD Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Daerah Daerah
1 dokumen 1 dokumen
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota BPBD Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan 250.000.000 Pembentukan FKDM Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota BPBD Jumiah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan 250.000.000
Bencana Daerah Bencana Daerah
1 dokumen 1 dokumen
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam spep | ?umlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam gppp | 2umiah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi 12 dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi 12 dokumen
g BPBD Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 229.200.000 Honor Pusdalops g BPBD Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 230.000.000
Kebencanaan Kebencanaan
lah itingkatk i 10 Kawasan bi d | lah il Bi il
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota sppp | ?umlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 44.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan apap | dumiah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan 1 Laporan 50465377

dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023
i . — Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ ator p y Target Akhir Realisasi P(l:'aklr.aan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan el . o ‘ot b .
Kode Program/ Kegiatan/ Sub n. tiator rogra.m Periode | Capaian RKPD apaian . elompo erangiat Daera
. Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD Tahun 2021 Tahun 2022 | Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 los URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 6,201,793,213 5,759,299,051
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Persentase perencanaan
1 |05 (01 dan evaluasi kinerja % % 100 % 4,012,213,310 100 % 4,116,168,459
DAERAH .
yang berkualitas
KABUPATEN/KOTA
1. Persentase
perencanaan kinerja
yang disusun tepat
waktu 2. Persentase
Perencanaan,
Dokumen
Penganggaran, dan L
1 /05 |01 (2.01 e . Penganggaran Kinerja % % 100 % 48,694,000 100 % 72,840,000
Evaluasi Kinerja Perangkat .
Yang Disusun Tepat
Daerah
waktu 3. Persentase
Dokumen Evaluasi
Kinerja Yang disusun
Tepat Waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Eab. q PENDAPATAN ASLI fgnlEgkatanl_liL:jalltas BADAN
1 |05 |01 [2.01 |01 |Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 4 Dokumen 26,174,400 Pan,g‘f"” aran DAERAH (WAD d'”g ’\;I‘,'t‘,ga”, '9UP 1gpeD 4 Dokumen 27,000,000| PENANGGULANGAN
Daerah Daerah angl (PAD) an Mitigast BENCANA DAERAH
Cibenda Bencana
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan | Ikhtisar Realisasi Kinerja Kab. BADAN
1 |0s |01 [2.01 |06 |-2POran Capaian Kinerja dan| SKPD dan Laporan Hasil 5 Laporan 22,519,600| Fangandaran, | PENDAPATAN ASLI BPBD 5 Laporan 22,920,000| PENANGGULANGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Penyusunan Parigi, DAERAH (PAD)
. Lo . BENCANA DAERAH
SKPD Laporan Capaian Kinerja Cibenda
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Persentase unit kerja
1 |05 |01 |202| |Administrasi Keuangan | yang menyusun laporan | o % 100 % 2,743,082,779 100 % 2,743,728,459
Perangkat Daerah kinerja keuangan
dengan baik
Penvediaan Gaii d Jumlah Orang yang Eab- g DENDAPATAN ASL Eénlggkatanklf_téalltas BADAN
1 |05 |01 [2.02 |01 Te”?’e 'aa”AS?l' an Menerima Gaji dan 17 Orang 2,705,728,459 ParTgf’” aran DAERAH (PAD) d'”g ’\;‘Tt“ga”‘ '9UP 1gpgD 17 Orang 2,705,728,459 | PENANGGULANGAN
unjangan Tunjangan ASN angl an Mitigast BENCANA DAERAH
Cibenda Bencana
Pelaksanaan Penatausahaan qumlih Do:ume; Eab. q PENDAPATAN ASLI fgnlEgkatanl_liL:jalltas BADAN
1 |05 |01 |2.02 |03 |dan Pengujian/Verifikasi Pe”a af“a/\faf‘f,ka”, 12 Dokumen 26,934,320 Pan,g‘f"” aran, DAERAH (PAD) d'”g ’\;I‘,'t‘,ga”, '9UP 1gpeD 12 Dokumen 27,000,000| PENANGGULANGAN
Keuangan SKPD engujian/veritixasi angl an Mitigast BENCANA DAERAH
Keuangan SKPD Cibenda Bencana
Jumlah Laporan Keuangah
L Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan S ) SKPD dan L Kab. BADAN
Laporan Keuangan Bulanan/ emes. era.n an taporan Pangandaran, | PENDAPATAN ASLI
1 105 (01 [2.02 |07 |... Koordinasi Penyusunan Ldporan 6 Laporan 10,420,000 . BPBD 6 Laporan 11,000,000 PENANGGULANGAN
Triwulanan/ Semesteran Parigi, DAERAH (PAD)
Keuangan . BENCANA DAERAH
SKPD . Cibenda
Bulanan/Triwulanan/Semgsteran
SKPD
Administrasi Barang Milik ijumla:: ba(rjang mlllkk X
1 (05|01 [2.03| |Daerah pada Perangkat aerah pada perangkat | o, % 100 % 26,989,800 100 % 27,000,000
daerah dalam kondisi
Daerah baik
ai
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023
i . — Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ . Target Akhir Realisasi Praklr-aan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024
A Indikator Program/ . . Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub A . Periode Capaian RKPD .
. Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD Tahun 2021 Tahun 2022 | Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Penatausahaan Barang Milik | X2 Laporan Eab' d PENDAPATAN ASLI E‘engkatanﬁahtas BADAN
1 |05 [o1 [2.03 |06 De”a i”sa daa;KP";ang "1 Penatausahaan Barang 12 Laporan 26,989,800 Pahgf*” aran. DAERAH (PAD) d'”g h;‘,'t‘,ga”, '9UP " 1gpED 12 Laporan 27,000,000 [ PENANGGULANGAN
aerah pada Milik Daerah pada SKPD ang. an Mitigast BENCANA DAERAH
Cibenda Bencana
.. . . Persentase Administrasi
Administrasi Kepegawaian )
1 |05 (01 |2.05 kepegawaian Perangkat | % % 100 % 35,731,320 100 % 38,920,000
Perangkat Daerah )
Daerah yang baik
JPumclja: Dokdumen Kab. Peningkatan Kualitas BADAN
Pendataan dan Pengolahan endataan dan Pangandaran, | PENDAPATAN ASLI Lingkungan Hidup
1 105 (01 [2.05 |03 . . . Pengolahan 22 Data 14,200,000 . L BPBD 22 Data 16,000,000 PENANGGULANGAN
Administrasi Kepegawaian L . Parigi, DAERAH (PAD) dan Mitigasi
Administrasi . BENCANA DAERAH
. Cibenda Bencana
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan :(umlzh ng;men Hasil Eab. q PENDAPATAN ASLI EemEgkatan:'(.t;alltas BADAN
1 |05 |01 [2.05 |04 |Sistem Informasi P°|°L nast ag, . 12 Dokumen 21,531,320 Pan.g‘,a” aran, DAERAH (PAD d'”g h:,rt‘_gan_ ‘9P IgpBD 12 Dokumen 22,920,000| PENANGGULANGAN
Kepegawaian ela san:.aaan is em. '?mgl, ( ) an Mitigasi BENCANA DAERAH
Informasi Kepegawaian Cibenda Bencana
.. . Persentase Administrasi
Administrasi Umum
1 |05 (01 |2.06 umum Perangkat % % 100 % 231,477,040 100 % 259,000,000
Perangkat Daerah .
Daerah yang baik
p di K :(umlah Pake:t talasi Kab. Peningkatan Kualitas BADAN
enyeciaan fomponen omponen instaiast Pangandaran, | PENDAPATAN ASLI Lingkungan Hidup
1 (05 |01 |2.06 |01 |Instalasi Listrik/Penerangan | Listrik/Penerangan 20 Paket 34,971,029 . S BPBD 20 Paket 40,000,000 PENANGGULANGAN
Parigi, DAERAH (PAD) dan Mitigasi
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang . BENCANA DAERAH
2 Cibenda Bencana
Disediakan
Penyediaan Peralatan d Jumlah Paket Peralatan Eab' d PENDAPATAN ASLI E’e mEgkatanﬁiahtas BADAN
1 |05 |01 [2.06 |02 Penlye 'sa” elza ata” @ | dan Perlengkapan 4 Paket 34,335,754 ParTgf’” aran DAERAH (PAD) d'”g h;{';?“ﬁ '9UP 1gpgD 4 Paket 40,000,000 PENANGGULANGAN
eriengkapan Rantor Kantor yang Disediakan angl an Mitigast BENCANA DAERAH
Cibenda Bencana
Penyediaan Peralat Jumlah Paket Peralatan Eab' d PENDAPATAN ASLI f‘e mEgkatanrﬁahtas BADAN
1 |05 |01 [2.06 |03 Re”yeh '?a” eralatan Rumah Tangga yang 25 Paket 16,999,237 Pan,g‘f"” aran DAERAH (WAD d'”g h;‘,'t‘,ga”, '9UP 1gpeD 25 Paket 20,000,000| PENANGGULANGAN
umah fangga Disediakan ang\. (PAD) an Vitigast BENCANA DAERAH
Cibenda Bencana
Jumlah Paket Barang Kab. Peningkatan Kualitas BADAN
1 los lo1 12.06 los Penyediaan Barang Cetakan | Cetakan dan 3 jenis 16,489,620 Pan‘g?ndaran, PENDAPATAN ASLI Llngku.n'gan.Hldup BPBD 3 jenis 18,000,000| PENANGGULANGAN
dan Penggandaan Penggandaan yang Parigi, DAERAH (PAD) dan Mitigasi
S . BENCANA DAERAH
Disediakan Cibenda Bencana
Penyediaan Bahan Bacaan éumlah zokl;me: Bahan Eab. ; ENDAPATAN ASL fgnlEgkatanﬁzalltas BADAN
1 |05 |01 |2.06 |06 |dan Peraturan Perundang- Pacaag a”Ue: uran 21 Dokumen 18,686,400 Pahgf"” aran, DAERAM (PAD d'”g h:,'t‘_ga”_ '9UP 1gppp 21 Dokumen 20,000,000 PENANGGULANGAN
undangan erun ?n94 ndangan :.amgl, ( ) an Mitigasi BENCANA DAERAH
yang Disediakan Cibenda Bencana
Penyelenggaraan Rapat JPum|a||'1 Laporan foat Eab. ; ENDAPATAN ASL E.vemEgkatan:i('L:ialltas BADAN
1 |05 01 |2.06 |09 |Koordinasi dan Konsultasi Ke”yz_eng_gjraa” apa 20 Laporan 109,995,000 ParTgf"‘” aran, PAERAH (PAD d'”g h;l‘,rt‘_ga“_ ‘9P IgpBD 20 Laporan 121,000,000| PENANGGULANGAN
SKPD oor |na§| an r.:mgl, ( ) an Mitigasi BENCANA DAERAH
Konsultasi SKPD Cibenda Bencana
Pengadaan Barang Milik Persentase pengadaan
1 (05|01 |2.07 Daerah Penunjang Urusan | Barang Milik Daerah % % 100 % 198,441,954 100 % 210,000,000
Pemerintah Daerah yang terealisasi
P d Peralatan d Jumlah Unit Peralatan Eab. d PENDAPATAN ASLI E'emEgkatanlfl:ia“tas BADAN
1 |os o1 [2.07 |06 NT”?’"" La‘?” eralatan dan = 4an Mesin Lainnya yang 10 Unit 49,941,954 Pan.g‘,a” aran, PAERAH (WAD d'”g h:,rt‘_gan_ '9UP 1gpgp 10 Unit 60,000,000| PENANGGULANGAN
esin tainnya Disediakan angy (PAD) an Vitigast BENCANA DAERAH
Cibenda Bencana
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023
P . — Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ . Target Akhir Realisasi Praklr-aan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024
A Indikator Program/ . . Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub A . Periode Capaian RKPD .
. Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD Tahun 2021 Tahun 2022 | Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Unit Gedung
Kantor atau Bangunan Kab. Peningkatan Kualitas BADAN
; 2 Unit i i 2 Unit
1 o5 |01 [2.07 |09 anggdaa” Gedf”,g Kantor | Jumlah Unit Gedung _ 148,500,000 Ea",g‘f"”dara”' ;i’:?ﬁ:AZZ’;AS“ (Lj'ngl;:.:.gan,H'd“p BPBD . 150,000,000 | PENANGGULANGAN
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan 0 Unit angl, (PAD) an Mitigasi 0 Unit BENCANA DAERAH
Lainnya yang Cibenda Bencana
Disediakan
. Persentase jasa
Penyediaan Jasa R
1 05|01 [2.08| |Penunjang Urusan penunjang urusan % % 100 % 330,819,000 100 % 344,680,000
. pemerintahan yang
Pemerintahan Daerah o
disediakan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Eab' d PENDAPATAN ASLI E‘engkatanﬁahtas BADAN
1 |05 |01 [2.08 |01 anye 'af” asa-ura Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan 16,497,000 Pahgf”‘” aran. DAERAH (WAD d'”g '\;I‘,'t‘,ga”, '9UP " 1gpED 12 Laporan 18,000,000 PENANGGULANGAN
enyura Menyurat ang. (PAD) an Mitigast BENCANA DAERAH
Cibenda Bencana
p di J JPumIa:rLapoJran Kab. Peningkatan Kualitas BADAN
enyediaan Jasa enyediaan Jasa Pangandaran, | PENDAPATAN ASLI Lingkungan Hidup
1 105 (01 [2.08 [02 [Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 Laporan 165,850,000 Pariai DAERAH (PAD) dan Mitigasi BPBD 12 Laporan 178,000,000 PENANGGULANGAN
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik . g g BENCANA DAERAH
o Cibenda Bencana
yang Disediakan
Jumlah Laporan Kab. Peningkatan Kualitas BADAN
1 los 101 12.08 |oa Penyediaan Jasa Pelayanan | Penyediaan Jasa 12 Laporan 148,472,000 Pan.g.andaran, PENDAPATAN ASLI ngku.n.gan.H|dup BPBD 12 Laporan 148,680,000 PENANGGULANGAN
Umum Kantor Pelayanan Umum Parigi, DAERAH (PAD) dan Mitigasi
L . BENCANA DAERAH
Kantor yang Disediakan Cibenda Bencana
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunian Persentase prasarana
1 |05 (01 |2.09 ) Jang yang baik dan layak % % 100 % 396,977,417 100 % 420,000,000
Urusan Pemerintahan .
fungsi
Daerah
. Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa p Di t Kab Peningkatan Kualit
Pemeliharaan, Biaya Kerc;lranganD.lnas atau Pa . ; ENOAPATAN ASL LgnlL\g a al’lH.l;;a itas BADAN
1 |05 [01 [2.09 |02 |Pemeliharaan, Pajak dan Jek: taraa” ”l‘ja_s i 20 Unit 294,989,220 Pan,g‘f’m aran, DAERAL (PAD d'”g '\:Tt‘_ga”_ '9UP 1gpgD 20 Unit 310,000,000 | PENANGGULANGAN
Perizinan Kendaraan Dinas | o0 o Yand Bipetinara angt (PAD) an Vitigast BENCANA DAERAH
. dan dibayarkan Cibenda Bencana
Operasional atau Lapangan .
Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan | 222 Peralatan dan Eab' d PENDAPATAN ASLI E?mEgkatanFTL:jahtas BADAN
1 |05 |01 [2.09 |06 rva'e 'La,raa” eralatan dan | \tesin Lainnya yang 4 Unit 27,000,000 ParTgf’” aran, DAERAH (PAD) d'”g ’\;‘Tt“ga”‘ '9UP 1gpgD 4 Unit 30,000,000| PENANGGULANGAN
esin tainnya Dipelihara angl an Mitigast BENCANA DAERAH
Cibenda Bencana
Pemeliharaan/Rehabilitasi i{uml:h GedungLKantor Eab. ; ENDAPATAN ASL fénlEgkatanl_liL:jalltas BADAN
1 {05 |01 [2.09 |09 |Gedung Kantor dan an sangunan Lainnya 2 Unit 74,988,197 Pan,g‘f"” aran DAERAH (PAD) d'”g ’\;I‘,'t‘,ga”, '9UP 1gpeD 2 Unit 80,000,000 | PENANGGULANGAN
Bangunan Lainnya yang o angl an Mitigast BENCANA DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Cibenda Bencana
PROGRAM Persentase
1|05 (03 PENANGGULANGAN Penanggulangan % % 100 % 2,189,579,903 100 % 1,643,130,592
BENCANA Bencana
. Persentase/Jumlah
Pelayanan Informasi Pel Inf .
1 05(03 [201| |Rawan Bencana ayanan informast % % 100 % 32,680,500 100 % 34,890,592
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023
P . — Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ indikator P y Target Akhir|  Realisasi Péaklr-aan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan el . o <ot Dacrah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub n. tiator rogra.m Periode |Capaian RKPD apaian . elompo erangiat Daera
. Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD Tahun 2021 Tahun 2022 | Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
. - (KIE) Rawan Bencana Kab.
Sosialisasi, Komunikasi, Kabupaten/Kota (P P q Peninakatan Kualit
Informasi dan Edukasi (KIE) Ja .uga en 0)2( er Sangan aran, PENDAPATAN ASLI L.enlrk19 a anH_l;al as BADAN
1 |05 |03 |2.01 |02 |Rawan Bencana Te:'s '\;”Cka”; e;ara 3 Kegiatan 32,680,500 Kem”a . DAERAH (PAD) d'”gl\;‘,rt‘,ga”, 9P 110 Kecamatan | 3 Kegiatan 34,890,592 | PENANGGULANGAN
Kabupaten/Kota (Per Jenis | o P Vuka kepada ecamatan, an Mitigast BENCANA DAERAH
Penduduk yang Tinggal Semua Bencana
Bencana) K
di Daerah Rawan Kelurahan
Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat
Tinggalnya
Persentase/Jumlah
Pelayanan Pencegahan Pelavanan Pen han
1 05|03 [2.02| |dan Kesiapsiagaan elayanan renceganan | o, % 100 % 902,862,243 100 % 447,500,000
dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Terhadap Bencana
Jumlah Dokumen Kab.
Penyusunan Rencana Rencana :angandaran, PENDAPATAN ASLI ienlr;gkatanl—:(.l;alltas BADAN
1 |05 |03 [2.02 |01 |Penanggulangan Bencana | Penanggulangan 1 Dokumen 315,548,700| M2 ingkungan Fidub 146 Kecamatan | 1 Dokumen 0|PENANGGULANGAN
gguiang gguiang Kecamat DAERAH (PAD) dan Mit
Kabupaten/Kota Bencana yang ecamatan, an Mitigast BENCANA DAERAH
. .o Semua Bencana
Dilegalisasi
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian Operasi
dan Penyediaan Sarana
Prasarana Kab.
. Kesiapsiagaan Terhadap Pangandaran, Peningkatan Kualitas
elatihan Pencegahan dan | gocang 400 Orang Semua PENDAPATAN ASLI Lingkungan Hidup 400 Orang BADAN
1 105 |03 [2.02 |02 [Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 40,557,400 K ¢ DAERAH (PAD dan Mitigasi 10 Kecamatan 45,000,000|PENANGGULANGAN
Kabupaten/Kota 0 Orang ecamatan, (PAD) an Mitigas! 0 Orang BENCANA DAERAH
Jumlah Warga Negara Semua Bencana
dan Aparatur yang Kelurahan
Mengikuti Pelatihan
Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Penyediaan Peralatan :Dl:er:)l/aerar:ear:;itaDri‘ri bagi Kab. Peningkatan Kualitas BADAN
Perlindungan dan Pangandaran, | PENDAPATAN ASLI Lingkungan Hidu
1 {05 03 [2.02 |04 | S 4N Individu Warga Negara, 4 paket 6,920,000 "9 gxungan Fidub 114 kecamatan | 4 paket 7,500,000 | PENANGGULANGAN
Kesiapsiagaan Terhadap Parigi, DAERAH (PAD) dan Mitigasi
Keluarga, maupun . BENCANA DAERAH
Bencana Cibenda Bencana
Petugas
Jumlah Dokumen
Analisis Risiko B Kab.
nj ISII<S ISIt 0 bBencana Pangandaran, Peningkatan Kualitas BADAN
Pengelolaan Risiko Bencana pada fiegiatan Semua PENDAPATAN ASLI Lingkungan Hidup
1 105 |03 (2.02 |05 Pembangunan yang 1 Dokumen 34,999,760 L 10 Kecamatan | 1 Dokumen 38,000,000 PENANGGULANGAN
Kabupaten/Kota o Kecamatan, DAERAH (PAD) dan Mitigasi
Mempunyai Risiko BENCANA DAERAH
Ti i Menimbulk Semua Bencana
inggi Menimbulkan Kelurahan
Bencana
Jumlah Kawasan yang Kab.
Penguatan Kapasitas Ditingkatkan :a:?andaran, PENDAPATAN ASLI E:nlgg:atannﬁt;alltas BADAN
1 {05 |03 |2.02 |06 |Kawasan untuk Pencegahan | Kapasitasnya dalam 1 kegiatan 54,890,336 Ke uat DAERAH (PAD dl g,\;IJ.t.ga . 1aup 10 Kecamatan | 1 kegiatan 59,000,000 PENANGGULANGAN
dan Kesiapsiagaan Pencegahan dan ecamatan, ( ) an virtigast BENCANA DAERAH
.. Semua Bencana
Kesiapsiagaan Bencana
Kelurahan
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023
P . — Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ . Target Akhir Realisasi Praklr-aan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024
A Indikator Program/ . . Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub A . Periode Capaian RKPD .
. Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD Tahun 2021 Tahun 2022 | Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Pengembangan Kapasitas Jumlag'::ersc;nll TEC Eab. ; ENDAPATAN ASL EgnlEgkatanl-liLéalltas BADAN
1 |05 |03 [2.02 |08 |Tim Reaksi Cepat (TRC) f”g ,t' e_’:‘ kaf‘g da” 20 Orang 24,999,760 Pahgf*” aran DAERAH (WAD d'”g h;‘,'t‘,ga”, '9UP" 110 Kecamatan | 20 Orang 30,000,000| PENANGGULANGAN
Bencana Kabupaten/Kota apasitas feknis dan angy (PAD) an Mitigas! BENCANA DAERAH
Manajerialnya Cibenda Bencana
Kab.
Jumlah Aparatur dan Pangandaran, Peningkatan Kualitas BADAN
1 |05 |03 [2.02 |10 |Gladi Kesiapsiagaan Warga Negara yang 4 kegiatan 225,168,157| J€Mua PENDAPATAN ASLI Lingkungan Hidup 1160 2matan | 4 kegiatan 223,000,000| PENANGGULANGAN
Terhadap Bencana Mengikuti Gladi Kecamatan, DAERAH (PAD) dan Mitigasi BENCANA DAERAH
Kesiapsiagaan Semua Bencana
Kelurahan
Jumlah Dokumen Kab.
Penyusunan Rencana Rencana zangandaran, PENDAPATAN ASLI Eenl:gkatanl—:(.t;alltas BADAN
1|05 |03 [2.02 |11 [Penanggulangan Penanggulangan 1 Dokumen 199,778,130 Kem”a . DAERAH (WAD d'”g h;‘,rt‘,ga”, '%P" 110 Kecamatan | 1 Dokumen 0|PENANGGULANGAN
Kedaruratan Bencana Kedaruratan Bencana ecamatan, ( ) an Mitigast BENCANA DAERAH
(RPKB) yang Dilegalisasi semua Bencana
yang 9 Kelurahan
Persentase/Jumlah
Pelayanan Penyelamatan | Pelayanan
1 105 |03 (2.03 dan Evakuasi Korban Penyelamatan dan % % 100 % 736,118,560 100 % 625,540,000
Bencana Evakuasi Korban
Bencana
Jumlah Laporan Kab.
Respon Cepat Kejadian Luar | Koordinasi Respon :angandaran, PENDAPATAN ASLI E.vemEgkatan:i('L:ialltas BADAN
1 105 [03 [2.03 [01 [Biasa Penyakit/Wabah Cepat Kejadian Luar 1 Laporan 172,765,880 Kemua ¢ DAERAH (PAD dlng ’\;IJ.r:.gan. 'OUP" 110 Kecamatan | 1 Laporan 0[PENANGGULANGAN
Zoonosis Prioritas Biasa Penyakit/Wabah ecamatan, (PAD) an Mitigas! BENCANA DAERAH
L Semua Bencana
Prioritas
Kelurahan
Jumlah Dokumen SK
Penetapan Status
Darurat Bencana dan
SKPDB yang Ditetapkan
Paling Lama 1x24 Jam Kab
berdasarkan Hasil ap.
Dokummen Laporan Kaji Pangandaran, Peningkatan Kualitas BADAN
Respon Cepat Darurat 0 Dokumen Semua PENDAPATAN ASLI Lingkungan Hidup 0 Dokumen
1 105 |03 |2.03 |02 Cepat 264,690,800 o 10 Kecamatan 275,040,000 PENANGGULANGAN
Bencana Kabupaten/Kota 12 dokumen Kecamatan, DAERAH (PAD) dan Mitigasi 12 dokumen
SK Penetapan Status Semua Bencana BENCANA DAERAH
Darurat Bencana dan Kelurahan
SKPDB yang Ditetapkan
Paling Lama 1x24 Jam
berdasarkan Hasil
Dokumen Laporan Kaji
Cepat
Jumlah Korban yan Kab.
. o yang Pangandaran, Peningkatan Kualitas
Pencarian, Pertolongan dan | Berhasil Ditemukan, S PENDAPATAN ASLI Linak Hid BADAN
1 |05 |03 |2.03 |03 |Evakuasi Korban Bencana | Ditolong, dan 50 Orang 34,299,920 Kem”a . DAERAH (PAD) d'”g h;‘,rt‘,ga”, '9UP" 110 Kecamatan | 50 Orang 40,000,000 | PENANGGULANGAN
Kabupaten/Kota Dievakuasi Per Jenis ecamatan, an Mitigasi BENCANA DAERAH
- Semua Bencana
Kejadian Bencana
Kelurahan
Jumlah Korban Bencana Kab.
Penyediaan Logistik yang Mendapatkan Pangandaran, Peningkatan Kualitas BADAN
1 |05 |03 |2.03 |04 |Penvelamatan dan Evakuasi. | Distribusi Logistik 2300 Paket 199,535,000| S€M4a PENDAPATAN ASLI Lingkungan Hidup 14 o amatan | 2300 Paket 240,500,000 | PENANGGULANGAN
Korban Bencana Penyelamatan dan Kecamatan, DAERAH (PAD) dan Mitigasi BENCANA DAERAH
Kabupaten/Kota Evakuasi Korban Semua Bencana
Bencana Kelurahan

https://pangandarankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?c7mf9cdS5QQqiKHOTxmo4wDDKVLPilkdJnRnjsBc8jWIU2n8cReD@fkMdeJO77gSfOpEY SrBsIXY05g0 1/4@mQck34cbhzcolQ2pzfvE3wO6vX3MaqtuuEyny@4 TUbfaF Y CVE@Zf7IROSeWIi5HWzBI79yhSH8pcA1L7q1NjNbOwqUaMWKku@ef9gx73j0mDK...
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023
P . — Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ indikator P y Target Akhir|  Realisasi Péaklr-aan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan el . o <ot Dacrah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub n. tiator rogra.m Periode |Capaian RKPD apaian . elompo erangiat Daera
. Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RKPD Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD Tahun 2021 Tahun 2022 | Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Laporan Kab.
Aktivasi Sistem Komando Pelaksanaan Aktivasi :angandaran, PENDAPATAN ASLI EfenlEgkatanFIi('L:jalltas BADAN
1 |05 |03 |2.03 |05 |Penanganan Darurat Sistem Komando 2 Laporan 64,826,960 Kem“a . DAERAM (PAD d'”g h:,'t‘_ga”_ 'OUP" 110 Kecamatan | 2 Laporan 70,000,000 | PENANGGULANGAN
Bencana Penanganan Darurat ecamatan, ( ) an Mitigast BENCANA DAERAH
Semua Bencana
Bencana
Kelurahan
Persentase/Jumlah
1 los lo3 [2.04 Penataan Sistem Dasar Penataan Sistem Dasar % % 100 % 517,918,600 100 % 535,200,000
Penanggulangan Bencana | Penanggulangan
Bencana
Kab.
P tan Kelemb. Jumlah Dokumen Tata zangandaran, PENDAPATAN ASLI E'emrk]gkatanl—'f'l:ia“tas BADAN
1|05 |03 [2.04 |02 Bengua al? be e”; af’;at” Kelola Kelembagaan 12 Dokumen 250,000,000 Kem”a . DAERAH (WAD d'”g I\;‘Tt‘,ga”, ‘9P 110 Kecamatan | 12 Dokumen 260,000,000 PENANGGULANGAN
encana Kabupaten/Kota Bencana Daerah ecamatan, (PAD) an Mitigasi BENCANA DAERAH
Semua Bencana
Kelurahan
Kab.
Pengelolaan dan Pangandaran, Peningkatan Kualitas BADAN
1 |05 |03 |2.04 |04 |Pemanfaatan Sistem :“fm'ah D,a;asa” 12 Dokumen 223,918,840 iem”a . ;i'\éEQEATP/Z’;ASL' :'”9';;‘,:9”,'4”“" 10 Kecamatan | 12 Dokumen 229,200,000| PENANGGULANGAN
Informasi Kebencanaan ntormast kebencanaan ecamatan, ( ) an Miitigasi BENCANA DAERAH
Semua Bencana
Kelurahan
Kab.
Pangandaran, Peningkatan Kualitas
Penanganan Pascabencana Jumlah Penanganan Semgua PENDAPATAN ASLI Lingkgngan Hidup BADAN
1 105 (03 [2.04 (06 Kabupaten/Kot Pasca Bencana 12 Laporan 43,999,760 K ¢ DAERAH (PAD dan Mitioasi 10 Kecamatan | 12 Laporan 46,000,000 PENANGGULANGAN
abupaten/ota Kabupaten/Kota ecamatan, (PAD) an Mitigast BENCANA DAERAH
Semua Bencana
Kelurahan
TOTAL 6,201,793,213 5,759,299,051

https://pangandarankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?c7mf9cdS5QQqiKHOTxmo4wDDKVLPilkdJnRnjsBc8jWIU2n8cReD@fkMdeJO77gSfOpEY SrBsIXY05g0 1/4@mQck34cbhzcolQ2pzfvE3wO6vX3MaqtuuEyny@4 TUbfaF Y CVE@Zf7IROSeWIi5HWzBI79yhSH8pcA1L7q1NjNbOwqUaMWKku@ef9gx73j0mDK...
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